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BAB I
PENDAHULUAN

I..1.LATAR BETAKANG

Seaap tnstansi ingtn berprestasi atau beriiasii daiam meiaksanakan mgaspokok dan fungsinya. Bahkan berprestasi merupakan salah satu kebutuhan manusia
khususnya dalam 

-hal ini bagi para pegawai. sejalan dengan itu seseorang yang
dipercayai menjadi pegawai atau pemimpin (kepala) ,u"tu instansi, diharapkan
mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Prestasi atau keberhasilan dalam
melaksanakan tugas akan tertihat dari kineria dan tingkat kontribusinya terhadap
pencapaian tujuan organisasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pegawai atau pemimpin selalugiat bekerja dan mampu mencapai kinerja yang airrirapkan, yritu ada kalanya[erdapai keseltjartgart kinerja alau ,rrengaiarni kesuiiian rrrenrperiraiki tiarr
meningkatkan kinerja. Dalam kaitan itu biasanya setiap pegawai atau pemimpin
dihadapkan kepada masalah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan
kinerja instansi / organisasi.

p.?-t+#I. #^_!::!r _^,1^ L^I t _I +n_-^l_rr+ Ji-r_^ *.uur titiir .'iiicii\ piiuii aai iiai iur;ui;ui ui;iiiis, malla bagi iilstansi pcnacrintah
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan
apa saia kendala-kendalanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran perlu
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 

ILAKIPJ.

Begit'; pula bagi ts-anter Kecamataa Meniis Kabupeten pururskarr-a setelah
berakhtrnya tahun anggaran ZAZZ berkewajiban untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kin erja In stansi pemerintah (LAKI p).

Tujuan penyusunan LAKIP tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban
instansi Kantar l{ecarcar-an Maniis (abupateu Furu.rakar"r-a atas pelaki"*.=n tugas
pokok dan fungsi (Tupoicsi) serta kegiatan/programfkebijakan yang teiah
dilaksanakan dalam kurun waktu tahun ZOZZ.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada :

l.Ketetapan MPR RI No. xl/MPR/L998 tentang penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

z.unriang-undang No. Zu Tahun 1999 tentang penyeienggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3.Perpres No. 29 Tahun Z,At4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan.

4.Permen PAN RB No. 20 Tahun 2008 Tentang Revisi Penyusunan Indikator
Kinerja

S.Permendagri 56 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor I Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Peny'usunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6.Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja cian Taia Cara Review Atas
LAKIP.

1



7'Keputusan KepalaLAN Nomo r 239 / rx/ 6 / s / 2oa3 Tenrang perbaikan pedoman
Pen;rusunan Pelap oran Akuntabi litas Kinerja Instan s i pemeri ntah.

B.Peraturan Daerah Kabupaten purwakarta No. 14 Tahun z00B tentang
organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten purwakarta

9'lnstruksi Bupati Purwakarta No. L8B.5lzL3lz000 tentang pelaksanaan
Akunta-biiitas Kineria Instansi Pemerintah di LingkungJn pemerintah
Kabupaten purwakarta

10'Surat Bupati Purwakarta No. 061/18 tgt. 7 fanuari Z00g perihal penyusunan
LAKIP

1.3 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Kantor Kecamatan Maniis Kabupaten purwakarta,

terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :

a. Kasubag perencanaan
b. Kasubag Umu*r tlan Kepegawain
c KasubagKeuangan

3. Kepala Seksi Tata pemerintahan pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. I{epa}a Seksi Ekonomi dan pembangunaii
7, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

i.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan peraturan

Peraturan Bupati Purwakarta No. 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tupoksi dan
Tata Keria Kecarnatan adalah sebagai-berikut :

Kecamatan
Kerludukan I Kecarrratarr irieiiupakan wiiayah keija Caniat sebagai perairgiiat
Daerah Kabupaten Punrrakarta, dipimpin oleh seorang camat yang
berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerjani,'a dan bertanggungja,*'ab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Kecamatan mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian
kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan
norr rn rlrn n-rrn.l.- -o-uiiua.ifiqi ir

Fungsi Kecamatsn:
1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyaraka!
2. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;
3. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;
6. Pelaksanan fasilitasi dan pernbinaan penyelenggaraan pernerintahan Desa

dan atau kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas

Kecamatan dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerinta desa atau
kelurahan;

8. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati dan ketenhlan
perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

2



1. TUPOKSI DAN URAIAN TUGAS CAJT,IA'T

- Kedudukan dan Tugas pokok:

camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan Kecamatan dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang
dilimpahkan oleh Bupati unnrk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

- Fungsi:

Daiam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
[1J, Camat mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian - kegiatan pemberdayaan masyaraka! upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan
nenegakan Deraturan oerundang-undangan, pemelihaorn p."rarana
dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tlngkat kecarnaten;

b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menladi ruang lingkup
tugasnva danlatau vang belum dapat dilaksanakan pemerintah"n d"r,
atau kelurahan;

d. Pembinaan pelaksanaan pelayanan penatausahaan kecamataa;
e. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

RincianlUraian Tugas:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayatz),
Camat mempunyai rincian tugas :

L. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan iingkup kecamatart dalam itrrum musyawarah
perencanaan pembangunar di desa/kelurahan dan kecamatan;

?. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

3. irielakukan evaluasi terliadap bertiagai kegiatiir pembertlayaaii
masyarakat di wiiayah kecamatan baik yang ditakukan unit kerja
pemerintah maupun swasta;

4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

5. melakul<an l<oordinasi dengan kcpolisian i'legara ;-cpublil< indoncsia
(polsekJ dan/atau tentara nasionai indonesia {koramiiJ mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan;

6. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kei'ja kecariia[arr uiriuk irrewujudkan keterriei.atrran tiarr keLei Ii'uan
umum masyarakat di wilayah kecamatan;

7. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
undangan;

o -.^l^I-,.I--- I-^--.J:-^^: J^--^.* ^^fr!^n I-^-;- -^-^--l-^+,t^^-^!-,,-d,. meiaiiuii.aii ii00rfiinasi Oengan Saiuan Kerja perangKal aaelan yang
tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-
undangan danfatau kepoiisian negara repubiik indonesia;

9. mengoordinasikan kegiatan unit pelaksana teknis dinas (uptd) dan unit
pelaksana teknis badan (uptb) wilayah pada tingkat kecamatan;
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10.
1L.

1"2.

1.3.

t4.

15.

16.

LI,

t9.

20

?L.

memberikan rekomendasi penilaian kinerja kepara uptd dan uprD;
melakukan koordinasi dengan satuan keria perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeiiharaan prasarana dan fhsilitas peiayanan umum;
melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan
kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang bidang
penyeienggaraan kegiaran pemeriutahan;
melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
rneiriberikarr birribilgan, super-visi, fasiiitasi, dan kurrsultasi
pelaksanaan administrasi desa danfatau kelurahan;
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau
lurah;
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa
l^- /^+-,, 1,,-^L.Lr.rtr/ crLcru rul dlr,
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau
keiurahan di tingkat kecamatan;
melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;
melakukan percepatan pcncapaian standar pelairanan rninirnal di
wilayahnya;
rrtelakukari perirbinaar tlan pengawasan teriradap peiaisanan
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masverakat rli urilarreh lrerernrten."'--J -'

penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan
-l-ll^^+L--.-.-^ l^- ---^L-L -t-^I^ l--.-^aiiiUaL Oen(;diia r-iiiil WSOZii- Si(aia XeCamatai-r;
penyelenggaraan kewaspadaan pangan dan gizi lingkup kecamatan;
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
Iingkungan skala kecamatan;
penyelenggaraan penanggul arr9an gizi buruk skala kecamatan;
mernberikan rekomendasi lckasi izin prakfik tenaga kesehatan tertentu
di kecamatan;
fa
silitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan lingkup
kecamatan;
mpnrnrqrrn nArpncAnA2n neninqkatan inrlek nemhansrrn:n rnenrlci:i:rq:: uJtq

bidang perluasan akses dan layanan pendidikan untuk angka melek
huruf (amh) dan lama sekolah [s) pada tingkat kecamatan setempat;
mengoordinasikan bahan-bahan musyawarah perencanaan
pembangunan fmusrenbangJ tingkat kecamatan urusan pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagai bahan penyusunan
rekornendasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
tingkat kecamatan;menoordinasikan bahan usulan bantuan berupa
fasilitasi dan anggaran kegiatan bagi peningkatan program wajib
beia;ar penditiikan dasar dan pemberantasan buta aksara, ke-budayaan,
pemuda dan olahraga;
menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi program wajib belajar
pendidikan dasar dan pemberantasan buta aksara di tingkat
kecamatan;

18.

'))

25

25.

24.

26.
27.

30.
31.

28.
?o

32

29.
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31.

32.

anJJ.

menyelenggarakan pengawasan pendidikan non formal yang meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan dan pelatihan kerja pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;
menyelenggarakan pengawasan urusan kebudayaan yang meliputi
kegiatan kebudayaan, tradisi, perfiiman, kesenian, kesejarahan dan
kepurbakalaan di tingkat kecamatan;
menyelenggarakan pengauiasan urusan kegiatan pemuda dan olahraga
masyarakat di luar kegiatan persekolahan pada tingkat kecamatan;
menyelenggarakan jaringan kerjasama dengan dan kemitraan dengan
pemerintahan desa, komite sekoiah, forum komite sekoiah kecamatan,
penilik, tokoh masyarakat serta satuan
pendidikan/badan/dinas/lembaga terkait dalam kegiatan program
wajib belajar pendidikan dasar dan pemberantasan buta aksara,
kebudayaan, pemuda dan olahraga;
mengevaliiasi hasil tnenghitnpuii, rrierrgulah tian rrrengarralisa da'ea serta
penyaiian data hasil kegiatan urusan program wajib belajar pendidikan
dasar dan pemberantasan buta aksara, kebudayaan, pumuda dan
olahraga;
menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup
I.-^a-: ^+^.'.RELCttttaltdll,

mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya ;
mengawasi dan mengenciaiikan peiaksanaan anggaran pada kecamatan;
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang
milik daerah yang ada dalam penguasaan kecamatan;
menggunakan barang rnilik daerah yang berada dalam penguasaan
kecamatan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kecanratan;
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan kecamatan;

menyeienggarakan bimbingan cian supervisi penJrusunan iaporan
keuangan dan pertanggungiawaban pelaksanaan apb desa lingkup
kecamatan;
mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa
lingkup kecamatan;
tnenyarnpaikan iapui-al barairg peliggurla sernester-ar: flbps) ilan
laporan barang pengguna tahunan flbpt) yang berada dalam
penguasaan kecamatan kepacia riinas pengeioiaan keuangan dan aset
daerah;
menyampaikan laporan keuangan kecamatan kepada dinas pengelolaan
keuangan dan aset daerah sebagai bahan penjrusunan laporan
keuangan daerah;
mempeiajari, memahami cian meiaksanakan peraruran perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada kecamatan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mplrlzcrnrlrrn lrnnr.Iinnci rlqnorn calrotrric rlaaroL, '-nrrnrrh c.frr4huuru vcq^ iJ uuui qii iiiquijurr JdLUUrr

kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada
kecatrraian;
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
rnernbina bawahan agar pelaksanaan tugas berialan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;
.-,.*:I^; L^-:I l,^-i- L^..,-L^^ L^-3^-:^..- ,,..!,.I. L^L^-rrrcrrrrdr rrdsrr NgI ,ct Lrdwdll6tlt DELctlct rrgrrErrJdrrE, tlttLr.aA ucrlr<rri

pengembangan karier;

34.

JJ.

36.

37.
38.
39.

40.

4L.

+5.

46.

+t.

48.

49.

(n

51.

52.

t')
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54.

55.
56.

57.

58.
59.

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang
meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, penetapan,
dan penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkin;
memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
memfasiiitasi pengeioiaan keuangan kelurahan cian pendayagunaan
aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
mememiasiiitasi upaya penyeienggaraan ketenreraman dan keterri'oan
umum;
memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
memfasilitasi pembangunan partisipatif;
memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
rnerifasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyar.akat keiuraharr;
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada bupati
melalui sekretaris daerah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati
sesuai dengan bidang tugasnya;

60.
6L.
62.
oJ.
64.

65.

2. TUPOKSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIS CAMAT

- Kedudukan dan Tugas Pokok:

sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung ;awab kepacia camat yang mempunyai tugas pokok
mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan urusan program;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang

meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan,
perlengkapan, kerumah-tanggaan, hubungan masyarakat dan
keprotokolan Kecamatan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

- Uraian / Rincian Tugas:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai rincian tugas:

L. menyusun rencana dan program keria Sekretaria! sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Kecamatan;
3. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi

kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun t<eiuaq
5. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Kecamatan;
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6. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada
unit organisasi di lingkup Kecamatan;

7. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan tugas kedinasan;

B. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatau
9. mengelola pengariaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang

men jadi ketrutuhan Kecamatan;
10. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;
11. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Kecamatan;

12. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
13. meiaksanakan pengusuian/penunjukan bendahara dan pembantu

bendahara;
l-4. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada

bendahara;
15. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas

kepada Car:raI
16. mengelola perencanaan dan program Kecamatan;
17. mengelola rian mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan

pelaksanaan anggaran lingkup Kecamatan;

l-8. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan
kepada atasair;

19. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

(RKAJ dan dokumen pelaksanaan anggaran [DPA) Sekretariaq
20. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain

dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan

Sekretariat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai <iengan

tugas dan fungsinYa.

3. TUPOKSI D.AN URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- Kedudukan dan Tugas Pokok:

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan trertanggung iawab kepada Camat yang mempunyai

tugas pokok pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan di tingkat Kecamatan dan fasilitasi serta pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan'

- Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat [1),
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan di tingkat kecamatan;
b.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
c.pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas

pemerintahan diantaranya pertanahan, kependudukan, catatan sipil
ierta paiak bumi dan bangunan di tingkat kecamatan dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

d.pelakianaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan

tugas dan i.rngsinYa.
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- Uraian / Rincian Tugas ;

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
[2J, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program keria seksi rata pemerintahan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

z. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan
satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

3. mela-ksana-kan pemhina-an dan pengawasa-n t-erhb a-d-ministra-si
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

1. memroerikan bimbingan, superrisi, fasilitasi, dan konsurtasi
pelaksanaan administrasi pemerintahan dan/atau kelurahan;

5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa
dan/atau kelurahan;

6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa
rlan !tl'=tr I rrrrhsur qrr

7. mengumpulkan dan mengolah data pemerintahan di tingkat
kecamatan;

B. menampilkan data situasi/kondisi pemerintahan di tingkat
kecamatan;

9. melaksanakankegratanadministrasipemerintahan;
10. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan preventif serta

memfasilitasi penyelenggaraan pemeri ntahan Desa;
11. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
12. melaksanakan kegiatan administrasi bidang pertanahan;
13. melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB);
L4. melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas urusan pemerintahan;
15. melaksanakan penelaahan dan kajian terhadap Peraturan Desa dan

Peraturan Kuwu;
16. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat

desa/kelurahandi wilayah kerja kecamatan;
17. memberikan saran dan pertimbangan kepada Cama! yang berkaitan

dengan kegiatan pemerintahan umum di kecamatan, daiam rangka
pengambilan keputusanl kebiiakan;

18. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada
Camat;

19. meiaksarrakari evaiuasi penyelerrggaraari perrrer intal-ran tlesa ilarr/atau
kelurahan;

2U. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan frrngsinya.

4. TUPOKSI DAN URAIAN TUGAS KEPAUI SEKSI KETENTRAJI{AN DAN

KETER-TIBAN IIMI,IM
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- KedudukandanTugas Pokok:
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang

mempunyai tugas pokok pelaksanaan dan koordinasi upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- Fungsi:
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, kesatuan bangsa serta perlindungan masyaraka!
b. Peiaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang Iingkup tugas

ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa serta perlindungan
masyarakat di tingkat Kecamatan dan/atau yang belum dapat
diiaksanakan pemerintah tiesa atau keiurahan;

d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap
ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa serta
perlindungan masyarakat di Kecamatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

tian tungsrnya.

- Ui'aian / Rincian Tugas:
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat tZ),
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. melakukan kacrdinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
undangan;

3. melakukan kooriiinasi dengan >atrian ker-ja perarrgkat daerair yatg
tugas dan fungsinya di bidang penegakan perahrran perundang-
unriangan danfatau Kepolisian Negara Repubiik lndonesia;

4. mengumpulkan dan mengolah data bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyaraka!

5. menampilkan data siftiasi / kondisi keamanan, ketentraman dan
ketertiban umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

6. meiaksanakan pembinaan cian pengawasan terhaciap ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat;

7. melaksanakan pembinaan dan perlindungan masyaraka!
8. naelaksanaka:'l kocrdinasi S.lngsional dengan unsur keamanan dalarn

rangka mewujudkan suasana tertib di kecamatan;
9. rnelaksanakan kooriinasi derrgarr satuan kerja tei=kait dalarn rairgka

operasional penegakkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

10. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan keramaian
di k-ecamatan;

1 1. melaksanakanpengawasanterhadappemanfaatanbidang pertambangan
l^- -^^--:.Lrcrtt CllEt E,t,

1 2. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan;
13. melaksanakan perencanaan dan pengendalian usaha-usaha

preventi f dan represif s err-a rnernfasilitasi p enyslss aian perselisihan

antar warga masyaraka! suku, agama, dan ras;

14. merumuskan perencanaan bahan kebiiakan penangguiangan bencana aiam,

kerusuhan sosial dan konflik etnis;
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15. melaksanakan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

i.6. melaksanakan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah
perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;

L7. melaksanakan pemantauan terhadap situasi ketentraman dan keterriban
umum di kecamatan;

1,8. melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum di
kecamatan;

19. melaksanakan konsultasi vertikal dalam upaya perlindungan masyarakat di
kecamaian;

20. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan
kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

21. melaporkan kepada Cama! setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
22. menyiapkan evaiuasi tian pelapuran pelaksanaan tugasT'kegiaian Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum, sesuai ketentuan yang berlaku;
23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ciengan tugas dan

fungsinya.

5, TUFOI(SI DAN IIRAJAI-J TUCAS KEPAI-TT SEKSI PEII4BERDAYAA}.I

MASYARAKAT DESA {Kasie PMD)

- Kedudukan danTugas Pokok:

Seksi Pemberdayaan Masvarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai
t-!tCr1{: nolznlz lrroFohra}ra-h n6nrr!c!!n1E rl.- nalrlr.onorn nrnnF-mLu6qr yvr\uri HUr lrlLqrrasrrr ,j-irJ uJuaiarl, udii Pu.idIljdiiddii Pi U6ri Giiii

pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi

Dalam melaksanakan hrgas pokok sebagaimana dimaksud pada alrat [1J, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa;

b. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang meniadi ruang lingkup tugas

pemberdayaan masyarakat desa di tingkat kecamatan danfatau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

d. pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan
UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kecamatan;

e. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap
pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

rI--;^-. , r}:- ^:-- 'Tr,.-^ - .- lJt dlcltl / r\rllLrcur I t.tE.IS ;

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (ZJ, Seksi
Pemberciayaan Masyarakat rian Desa mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

10



2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. mengumpulkan dan mengolah data bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa serta partisipasi masyaraka!

4. melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan
UP'I'B daiam pengembangan pemLrerdayaan masyarakat di wiiayah
kecamatan;

5. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap
pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan;

6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan
masyarakat rian tiesa;

7. menyelenggaran kegiatan bidang sosial budaya dan kelembagaan
masyarakat usaha ekonomi masyarakat, pengembangan desa dan kelurahan,
dan pemerintahan desa;

8. mengarahkan, mengendalikan dan memantau pelaksanaan pemberdayaan
lrlasydiakat tiari perriurirri-aLari tle>a;

9. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegratan pemberdayaan masyarakat dan desa;

l-0. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan di
kecamatary

11. memberikan sarar dan peftimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan
kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan,
ciaiam rangka pengambiian keputusanlkebijakan;

L2. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
13. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi

Pnvnhorde.rrrn lllrcrrrr^lz:f drn l-lacr coo,rri !:ofanfrrrn rranry Lrorl.lrrr.,a.urtu. qiioL uoi. utra, ruruqi i\uluiiLuarr Jqiiii uLi ianu,

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

6. TUPOKSI DAN URAIAN TUGAS KEPAUT SEKSI EKONOMI DAN
rlFttv!tt?/rrtl!Al!r ElYl.Dfllrtrt rrfl,lt

- Kedudukan danTugas Pokok:

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
lrprr.l. dilrrrarrh drn hov*rnEtr!!n6 irrrrrh Izonrrlr Crmrt rrlnn momnrrnrrri frrnrs*,,E6*..6 I-.^.J*^ lubqJ

pokok perencanaan, penjrusunan, dan pelaksanaan program perekonomian
dan pembangunan.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(L), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan perekonomian yang meliputi produksi,
distribusi, koperasi dan badan usaha milik desa di kecamatan;

b. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas
ekonomi di tingkat kecamatan dan/atau yang beium dapat diiaksanakan
pemerintah desa atau kelurahan;

c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan
perekonomian di kecamatan;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan saran4 prasarana dan fasilitas
peiayanan umum di kecamatan;

e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan kebersihan, keindahan dan
pertamanan serta lingkungan hidup di kecamatan;
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f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas
pembangunan di tingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

g. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap
pembangunan di kecamatan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

- Uraian / Rincian Tugas :

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat{2}, Seksi

Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

l.menyusun rencana dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum rnusyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

3.melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

4. mengumpulkan dan mengolah data bidang ekonomi dan pembangunan di
kecamatan;

5. menamnilkan data. situa.si/kondisi ekonom! dan Dembansr_rnan rli keca.mata.n,f '--'- -'-'o -'---"-

sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
7. melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan

(MUSRENBANGJ tahunan di kecamatan;
8. melaksanakan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat

kabupaten dan koordinasi horisontai terutama dengan Kepala UPTD dan
satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaaan kegiatan
ekonomi dan pembangunan di kecamatan;

9. melaksanakan kegiatan latihan keterampiian bagi masyarakat tingkat
kecamatan dan desa/kelurahan;

10. melaksanakan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat
desa;

11. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan
tiesa, tei<noiogi tepat guna, iembaga-iem-nagal organisasi masyarakat peiaku
pernbangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola
usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

12. melaksanakan koordinasi di bidang pekeriaan umum;
13. melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan budaya dan pariwisata;
14. meiaksanakan koordinasi horizontai daiam rangka keiancaran peiaksanaan

tllsas:--o--",

l-5. memberikan saran dan pertirnbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan
kegiatan pembinaan ekonomi dan perencanaan pembangunan tingkat
kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

i6. rneiapur-kankepatlaCarrrat,setiapselesaimeialcsattakatr tugas /penugasarr;
17. melaksanakan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan

pembangunan di Ungkat kecamatan;
18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi

Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;
1?. melaksanakan higas lain yang ditierikan oleh Camai sesuai deitgan iugas dan

frrngsinya.
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7. TUPOKSI DAN URATAN TUGAS KEPAUT SEKSI KESEIAHTERAAN SOSIAT

- fteououKan oan , ugas roK0K:

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dihawah clan hertangstng jawah kepada Camat yan-g memprrnyai trtgas pokok
pengkoordinasian dan pelaksanaan program serta pembinaan kesejahteraan
sosiai.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat [1J, Seksi

Kesejahteraan Sosial rnempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang meliputi
bantuan sosial, agama, pendidikan, kesehatan masyarakat keluarga
berencana, kebudayaan, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan
olah raga;

h nplrlrsenrrn lrnnrrlinasi keoiatan npmhcrdavaan masvarakat:
c. pelaksanaan pelayanail masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas

kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

d. peiaksanaan fasiiiiasi, pembinaan dan pengalsasan kegiatan sosiai di
Laccm+f+n.
t\!LqllIqqrr,

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

- Uraian / Rincian Tugas :

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat{Z), Seksi

Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja keria Seksi Kesejahteraan Sosial,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengumpulkan dan mengolah data keseiahteraan

sosial yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan
data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;

3. melaksanakan pengolahan data kesejahteraan sosial tingkatkecamatan;
f. irienampilkan data peta situasi/kondisi kesejahteraaii sosial di kecamatan,

sesuai ketentuan vang berlaku;
5. melaksanakan pembinaan terhariap pemberdayaan keseiahteraan keluarga

di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
6. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotong royongan

l^- l.^-,.,-,{-,,-^- '- -ncra-al.rr'lidrr i\u;, iY clLadJqdrt lllqJJ qr 4AaLt

7. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan
kesehatan masyaraka! penyuiuhan kesehaian, iingkungan, pengawasan
pangan, gizi keluarga dan masyaraka! keluarga berencana, pendidikan, olah
raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;

L r-nelaksanaktan koardinasi dan pernbinaan di bidang pari.r.,isata, kebudayaan,
dan agama;

n ----I^I--.^-^l--'- I----J:*^-i -,-,-ts-!!,-I J--- L--:---^!-I l-l^-.- -.-'-*!-- I-.^-!--'V. i-rieiaRsal-raiiaii i(oc,rdiIrasi verilKai Ciaii fiOriZorr-t;-L dfridlti raligKa Keiaiicaiaii
pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;

10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan
kegiatan pembinaan kesejatrteraan rakya-t tingkat kecamatan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebij akan;

L1. mclaporkan kepada Camat, setiap selcsai melaksanakan tugas/ pcnugasan;
L2. melaksanakan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di

tingkat kecamatan;
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13. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugaslkegiatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

B. TUPUKSI DAN UT{!{IAN TUGAS KASUBBAG UIVIIJIT! DAN KEPUGAWATAN
tr - )-- )--l--- J-- .Jt-- *-* B^l-^r-,- [\Errlfuultdtl tldtr r uEdS rultula ;

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi
umum dan kepega'raraian WfiE meliputi kehumasan dar doklmentasi,
kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
f 1 ) CrrLl--cior I I'-rrm J.^ I/o^o--,,,-i-- 

-^*-rr-.'-; 
fi LJ, iuuuiiBiiiii uiriuiti uiiir i\trpuHa'fcitidir rficiriijuiiyal tungsi :

a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan keperluan tulis, dan keprotokolan;

b. pengelolaanurusanadministrasikepegawaian;
c. peiaksanaan koorriinasi kegratan arirninistrasi umum rian kepegawaian

lfarurnrtrn.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

- Uraian / Rincian Tugas:

Daiarn menyelenggarakan furrgsi sebagaimana dimaksud pada ayat i2),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

L. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian,
seharrai nednman nclaksanaan trrsas:----€r-'- r -------'-- r ------------- ---cr---,

2. mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang umum dan kepegawaian
1.^^^A^,,-;l ^--^-;-^-i J; Ii--L,.- V^^^*-+^-.I\EPctt{cr tltllL vl ErdrtrJaJr ur rrrtS^tlp l\ELctlltclLGul,

3. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai
dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;

4. menskoordinasiakan nelaksanaan layanan di tridang kenegawaian linekup
Kecamatan;

5. melaksanakan pencatatan dan in..renr"arisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Kecamatan;

6. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang
meliputi lavanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaii berkala IKGBJ,
daftar urut kepangkatan IDUKJ, data pegawai, kartu pegawai fKarpeg),
Karis/ Karsn frrniansan anaki -treirrarga askes fasnFn fanenlm npncirrn---'-'-/ ----'r-"t -"' '--'--'/ -*"r -"'
membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat
usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan
memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK)
jabatan fungsional, pembinaanfteguran disiplin pegawai, membuat konsep
,,-,.1^- -.,+i ^---..,-; ---',^; qhrmn 

',--- l*^-l-L'. '---L'ro+ Lnnaan 
---L^-iuJulall Lurr Pufiq vv ql JUJuqr qlul qrl J qrrfi uur lql\ur lllLllluuqL l\vrlJLP rrrurrruLr r

izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari
dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi
pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan
dattar peniiaian peker;aan pegawai []P-3J;

'7 molrlrc:n:Iytn tl'or:itten rrantr horlaifan Aonotn neninolrrfrn lzpcai:htcrtzn

pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup
Kecamatan;
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8. mengelola administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai
A^^^-^ La+-n+,,-- .,^-- L^-l^L,..u9rrSqrr l\vLullLuqll J qrtS vLr lanu,

9. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan protokoler
Kecamatan;

10. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan,
dan keperluan alattulis kantor IATIO di lingkup Kecamatan;

1.L. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban,
dan keamanan kantor;

L2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan
kearsipan;

13. melaksanakan pengeloiaan gaji dan tun;angan pegawai titiak tetap;
L4. menberikan saran dan pertimbangan teknis urusan urnum dan kepegawaian

kepada atasan;
15. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran [RKA) dan

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. meiaksanakan koordinasi dengan insransi pemerintah ISKPD iain daiam

memperlancar pelaksanaan trrgas kedinasan;
L7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugaslkegiatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; dan
1,8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

9. TUPOI(SI DAN URAIAN TUGAS I(ASUBBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN

PETAPORAN

- Keduduk-an dan Tugas Pokok:

c,,Lt^^-i^^ 11^,,^^--^,-t;h;trhih ^I^h -^^---^ r1^^-t,, e,,l-h--i--,,--- I-^-^J^JuuuqErr4rr rrGuqrrErarr urHrrrrPrrr urGlr JUvr 4r16r r\Lpqra Juuuql;rarr Jarrti usl4ua

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan
]rprrenoan

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat [1),
Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.pengelolaan urusan administrasi dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
,. ^^I-L----^- L^^-J;--ci La-i-+-n +rlltinicl.rq-i lrot r-- nqn V amm oFtn.urPvrql\Jqrtqqrr l\uvr ulllqJr r\L5r4@rr qurllrrrrJLl qJr AuuqrrErqrl la!Lqlrrq@lrt

c.pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

- Uraian Tugas:
ff^l^- 

-^-rr^l^-^^---Lr- 
6rnnci calr+caimono ,li--L'ort.l ^o.lo srrrl (2\

9q.gttt ittErrJLr9rtSSrqr qr\urr rurrSJr JLUq{iqlrrrqll4 u^lrrar\Juu yuvq qJq! t&,rt

Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengoorrirnasikan pelaksanaan iayanan dr brdang keuangan kepada
---3 ^----:---: J l:--I--- 

'J^4-.-^**-lJtilL trr H,drrlSdsl ur rrrrEnup r\ELdIlrdLdrr,

3. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat
penatausahaan keuangan di lingkup Kecamatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

4. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara dan
pembanfu bendahara di lingkup Kecamatan;

5. membina mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
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6.

7.

8.

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belania lingkup
Vonqmt*qr.ltuLqltlqLqtrr

memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan
pembayaran gaji;
mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyirnpanan,

pengeiuaran, pertanggungjawa'ban, rian pembukuan keuangan,
sesuai dengan ketentua* y a*g loelrlak.l.;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan fasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahuildisaetujui
oleh PPTK;
meneiiti keiengkapan SPP-UP, SPP G[i, SPP-TU, rian SPP-LS gaji cian

tuniangan PNS .serra penghasilan lainn-ya yang dtetapkan sesr-ui

dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran;
meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai
oieii APBD di iingkup Kecamatan;
menyiaukan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP:

meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan Kecamatan;
menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi
peneriniaan kas, akuntansi pengeluaraaii kas, akuntansi aset tetap
cian akuntansi seiain kas;
men)rusun iaporan berkaia reaiisasi iisik rian keuangan kegiatan
APBD di lingkup Kecamatan;
menJrusun laporan neraca keuangan Kecamatan setiap triwulan dan
nlzhir tcLrrn.ql\lrla q4turr,

memantau pelaksanaan/penggunaan anBgaran belanja dinas;
lriengoor"riinasikan peiaksanaatr petiyeiesaiatr tuniu[arr
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan
Satuanrlunit keria lain yang terkait
mengatur administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan
--^-- L^-t^t..,.ycrrrE L,Er lcrrru,

melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup
Kecamatan;
menyllsLrn pereneanaan tahttnan Kecamatan elan perencanaan
lainnya;
mdnrnrcrrE ,rcrrlrn rohF-na anE[1r1n namh:tn{.tltnln tecrrriIiiuiiJ iISl.tii iiliiidil i EiiLdiid diiEr6rar ua, lJUrr.uqrrSqrrqrr ruruqr

perencanaan dan program Kecamatan;
meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan
Kecamatan;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Ke".iangan, sesuai ketentuan yang berlaku;
menyusun laporan tahunan kegiatan Kecamatan;
memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan
kepada atasan;
menyiapkan 'bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
fpI{A} rlrn rlnlnrrnpn nclrlrceneen zntrorr-2n fnPA} Srrhhasian
i ha-lF^j -qqii -uu.rqiii_vii

Keuangan;
melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/SKPD lain
dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
meiaksanakan evaiuasi rian peiaporan peiaksanaar tugas/kegiaian
sesuai dengau ket-enh;an yang berlak-rr; r-Ian

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

9,

i0.

11-.

L'L.

1-3.

14.
15.
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18.
La-

20.

1.1LL

22
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25

27.
28.

26.

19

30

31.

)1
J/-

16



b. Kelompok labatan Fungsional

1. Ayat (1J : Keiompok jabatan firngsionai mempunyai hrgas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai

dengan kebutuhan ;

2. Ayat [ZJ : Kelompok jabatan fungsional sebagaimana ciimaksud pada

ayat [1) pasal ini, dalam melaksanakan f.rgas pokok bertanggungia'wab

kepada CamaL

CAMAT
ENCANG SETIADI, s.PC, !J!M

Kasubag Umunn &
L^-^^-..^i--

AYI WAWAN, SE

Pelaksana :

Mutyana

Kasubag Perelcanaan,
Keuanoan dan PslaDoran

llrr'rmh ilervanio- Si
Pelaksana :

Ali

KA$ KESOS
0adang.

PELAKSANA

KASI TAPEI{
Asep Rahman, SH

PELAKSANA

1. Endih Saepudin

2 RrdiSapnxlin

KAS TRAilNBUil
Alit lYihar,ya,

PETAKSANA

KASI E(BAI{G
Dayrt Suddrrjal S.Si

PELAKSANA

1. Sumiati

KAg PIIID.
Ade

PELAKSqNA

l.Ependi Sopandi
? Fndah S.A

77

RD. OIAN
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1.5 Aspek Strategis daerah
4 f- ^^*--E^ / A l.-;*; ^+---:r. \rcu5r dIrJ / frurrtllllJLl dJr

Kecamatan Maniis merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Purwakarta dan
terletak 34 Km di bagian selatan Kabupaten Purwakarta. Dengan luas wilayah
5.791.692 Ha, memnunyai posisi strategis pada lalur lintas ekonomi selatan antara
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat yang
dilorrr-l-i i:lrrr l/orrm:irn lM:niic rlanc:n h:t:c - lr:l.rc coh:c:i l'rorilrrrf .

Utara : Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta
Selatan : Kabupaten Cianjur
Barat : Kabupaten Cianiur
Timur : Kabupaten Bandung Barat"
Secara Administrasi Kecamatan Maniis terbagi daiam I desa, 30 Dttsun, 59 RW, 179

RT, dengan perkembangan Desa semuanya sudah swasembada.

2. Sosial Ekonomi
ni+ihi^rr l--i -^-i ca-i^I I'amneuaral'ntan *^or,--.f'^f I/acrmrl-+n lrl+niic -.I.I.]tplurrrdu g4r I JU6i JUJlql ItLrrr4oJqrqa\q@Il rrtqJJqI 4l\uL rruLqllrqLull rrrulrrrJ dudrurr

masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan periu dilakukan
pemirinaan secara terus rnenerus guna menciukung kelancaran dan keberhasiian
kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan
Maniis hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar
vn e crrlralrrf rnrtrn plr r lr ) (aary\ 2 Icla rn

3. Sarana tlarr Prasarana
tr--- J:-: - l^- ^ -.-:I^---L I/------!-* lr--:i- -,-J-LNor-iuisi sal-aifa Uaii pi iisal allil rrytliiydtt NeLdlrldLilll lvlalllls seLdl d ulllulll suudll

memadai namun dibidang infrastruktur jalan belum seluruhnya memadai dimana
masih banyak jalan desa yang kontruksinya masih jalan tanah dan batu dan adanya
salah setrr dncq rrnno masih terisolir''-raittt desa SukarnUkd kafena belUnn selesainrra

pelrlbangunan ialan lintas barut antara Sukasari - lvlaniis sehitrgga mobilisasi
penduduk tiari desa ke koia Kecamaian masih terhambat apaiagi dirnusim penghujan.

4, Sumber Daya Alam
Ditinjau dari kondisi wilayah I letak geografis ) Kecamatan Maniis sangat potensial
untuk peurl;angunar pert;irriarr tletrgan luas wiiayair 5.393,43 Ha yaug >ebagian besar
berupatanah dataran renrlah dan pegunungan.
Di sei<tor kepariwisataan Kecamatan Maniis mempunyai potensi yang tidak kaiah

menariknya dengan adanya PLTA Cirata. Obyek wisata pantai PLTA Cirata

merupakan Obyek wisata yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna

menunjang otonomi riaerah.
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BAB II
DEDENTALIA ALI fTAf,I DEDI^OLIIIIILI ITTNFDIIr tuirLrr'Uurruur utl^t L u^tt/LltrrtLrt rMrrsrrrr^

2.1vISi rAii MiSi

a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yangberisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
blerigingat periduduk Kecariiatarr Maniis sangat berfariatif sehingga

membutuhka-n stra-tegi pena.nga-na-n khusr-rs sehingga. roda- pemerinta.ha.n

maupun Pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik

dan apa yang diharapkan dapat terwujud. Untuk mengetahui kemana arah

pembangunan Kecamatan Maniis dalam iangka panjang dengan di dukung

l---^-^-^---* L l-^: .f-- !---!^-^*-- "---- I--"^-+ ---I-- Jlr^r--.l--*i(eseragalriail DerlnasyaraKat dan Kerjasama yang KU?E lti?Ki iiiie-tapK8rt Sesiiai

yang tertuang di RPJMD Kabupaten Purwakarta maka Visi Kecamatan :

'MELANIIJTKAN PITBI,VAKARTA ISIMEWA"

b. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di atas,

diruniuskaii dalaiii Rinciaii RP}MD Kabupateir Put"w=akaita dengaii metrgeiribaii

ifrisi : 'Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

profesional"

Pada Visi dan Misi diatas Kecamatan memiliki Tujuan Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintaharr Yar'g Baik dan Efektif sehinggal Kecai-ria'tai, rnemiliki

tujuan yang jelas yaitu menyusun dan menjalankan Pemerintahan yang baik

dengan terciptanya tata kelnla pemerinahan yang haik dan efektif, sehingga

merniliki ttx'unan Sasaran dari tuiuan diatas adalah Meningkatnya Kineria dan

Pelayanan Publik Kecamatan dengan di Dukung Strategi meningkatkan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis

Kewilayahan, dan di dukung Arah Kebiiakan Peningkatan Pembinaan dan

Peiayarran Adrri rr i sh-asi Pemerii-rtahan ditirr gkat D esa.
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2.2 STRATEGI DANARAH KEBIJAIGN PEMBANGUNAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke
dalam kebiiakan-kebijakan dan program-program'
Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Maniis adalah sebagai

berikut:
1. Mengoptimalkan fi:ngsi pelayanan masyarakat yang meniadi ruang lingkup

tugas Kecamatan
2. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan ,

3. Ivlenyelenggarakan pembinaan dan fasiiitasi pemerintahan tlesa,

4- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan

melibatkan semua stakeholder
5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan secara optimal

Kebiiakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petuniuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan progi-am/kegia'Lan guna mewujudkan sasarai-r, tujuan serta

visi dan misi instansi pemerintah.
Adapun kebijakan Kecamatan Maniis yang ditetapkan adalah sebagai

herikut:
1. Melaksanakanpelayananadministrasimasyarakat;
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan;
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;

4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah;

5. Meiaksanakan pembinaan dan fasilitast kemasyarakatan.

2.3 PRION,TTAS DAERAH
Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka
keriasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program
merupakan rencana tindak { action play ) yang terdiri dari kegia'.an - kagiatan
spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing - masing sasaram.

Sesuai dengan Rensffa Kecamatan Maniis program yang dilaksanakan
Kecamatan Maniis adalah :

1, Program Pelayanan Ariministrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkaian Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan

Berbasis Kewilayahan
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KETPROGRAM KEGIATAN
LTtt

o
431 2

I PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
ET:IIDEIILT'TALITTIr ElYttLIt lltl I ftrt/arl

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 Perencanaan, Penganggaran, dan
Hvaiuast tQner;a Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah2

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

3

Penyediaa.n f asa Pen unjang I-lrtr.san

Pemerintahan Daerah

+

5

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang U rusan Pemerintairan
Da.era-h

PROGRAI}I
PENYETENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PEIAYANAi{ PUBTIK

6 Kc'ordi nasi Penyelen ggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

PROGRAM
PEN}'ELEHGGARAAN
U RU-SAH PE IT4 ERIN TAHAIS
UMUM

7 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepaia Daerah

DDrr.:DAM DF}/IPINAANi tavuauLi-- a tu..ru.r.tu...

DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

B Fasilitasi, Rekomendasi dan
Kooxiinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pennerintahan Desa

'r A arrrf,I 'tn'r',a dt autt LvLL

2.4 PENETAPAN KINERJA

Sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perianiian dan Penetapan

Kinerja (Tapkin) tahun ?A?? adalah meningkatnya tata kelcla pemerin'.ah dan kapasitas

aparatur sesuai NSPK dengan indikator kinerja sasaran berdasarkan rasio pengaduan

masyarakat dan rasio temuan LHP dengan peningkatan pengawasan berbasis kewilayahan
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BAB III
,4.KUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Maniis adalah perwuiudan
kewajiban Kantor Kecamatan Maniis untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagaian peiaksanaan tugas, pokok dan frrngsinya daiam
mencapai ssaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Maniis tahun 2022 tergambar dalam tingkat
pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.

Atianya beberapa kegiatan yang mengaiami perubahan karena
menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan Maniis dan kegiatan tersebut
diusulkan dalam perubahan anggaran fusulan perubahan anggaran Th. Zo2?
terlampir).
1. Permasalahan

L, Beraganr nrasalalr yang dihadapi sekarang ini dalaitr bidalg
pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas
program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musranbang
tingkat Kecamatan yang menjadi skala prioritas tingkat Kecamatan, tetapi
dari skala prioritas tersebut masih banyak yang belum masuk dalam
prioritas kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten.

2. Penyusunan APBDes dan ADD Desa masih perlu pendampingan dari Tim
Fasiiitasi Kecamatan baik dalam penyusunan APBDes maupun
penyusunan ADD, yang menjadi dokumen perencanaan pelaksanaan di
Desa

3. Belum tercapainya target PBB di Kecamatan Meniis dik-arenakan ada
beberapa Walib Paiak yang berdomisili di luar- Kec. lvtaniis sering
terlambat nrembayar serta kurang optirnalnya petugas pemungut dalam
menarik wajib pajah sebagian pajak yang masuk digunakan oleh
pemungut itu sendiri belum di setor ke Kas Daerah.

4" Behan kerja rli kantor Kecamatan Maniis lidak sesuai denga-n jumlah
karyawan / SDM yang ada. Banyak kegiatan di I(antor Kecamatan Maniis
dan serrua bidang di Desa yang seharusnya di morritor, akarr tetapi iumlah
karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Maniis, sehingga
beban kerja di Kantor Kecamatan Maniis dan monitoring di Desa kurang
optimal.

II. Pemecahan
1. Mengadakan koordinasi dengan dinas intansi tingkat Kabupaten

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat
Kabupaten.

2. Membentuk Tim Fasilitasi ADD / DAKDes dan Tim Fasilitas! APBDes
3. Membentuk Tim Monitoring PBB cian mengaciakan pembinaan di tingkat

Desa
4. Penambahan karyawan di Kantor Kec. Maniis
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A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERIA

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Maniis
membandingkan antara kinerja nyata / realita dengan kineria yang

direncanakan dalam kurun waktu 1 [satu] tahun sesuai dengan Rencana Kerja
I Altttll LItZZ-

Adapun penetapan inriilator kine4a merupakan proses identilikasi
dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data /
informasi untuk menentukan kinerja kegiatan / program / kebijakan.
Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan
(input), keluaran foutput), hasil [otcomesJ, manfaat fbenefits) dan dampak I
impacts).

Indikator tersebut ciapat digunakan untuk evaiuasi baik daiam tahap
perencanaan ( ex - anEe ), tahap pelaksanaan ( on - going J ataupun
setelah kegiatan selesai berfungsi I ex - post ).

Pada lndikator input Can output dapat dinitai sebelum kegia'.an yang
dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcones, benefits dan impacts
akan rliperoleh seteiah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap
perencanaan.

Data pengukuran kinerja Tahun 2022 merupakan pembanding

sehingga akan terlihat pencapaian kinerla Tahw 2022.

B. EVALUASI DAN ANALIS$ AKUNTABILITAS KINERJA

Kineria Kantor Kecamatan Maniis tercermin dalam lndikator Kineria Utama

[KU). Dalam pencapaian sasaran -sasaran dari indikator kineria dilaksanakan

melalui berbagai program dan kegiatan. Dan dari indikator kineria tersebut capaian
indikator kinerja rata - rata mencapai 100 %0.

PENGUKURAN KINER A
TARGET

l'/ot

REAI.ISASI

t.%)

CAPAIAN
KTNER]A

l-/ol
NO

SASARAN

RENSTRA
INDIKA'[OR KINERIA U'iAMA

4 5 6I 2 3
Tingkat ketertiban administrasi
Kecamatan dan Desa di Bidang
Pcxrerifltaliari (ter'koor dinasinya
Kecamatan dan Desa,
r,.-l-.,--:h.,r -.^..,^".t,.r ., - r,,1.!rr raJqrrlrru rrrqJrur u,rsr

administrasi pemerintahan
Kecamaan)
1 Meningkahya kerja sama

meningkatnya kapasitas
nal.tz<rh..h

kegiatan dan
pembangunan di
Kecamatan Maniis

100 100 100

lMcningkatnya SDN dan

lpemahaman _ tupoksi
PetanP,Rat Uesa dalam

lmelak-sanakan program
dan kegiatan serta
meningkatnya pelayanan
e.lmi.ict .ci m.cv..2lz.t

3 Kelancaran danketertiban
perryelerrggaraan perrgisiatr
kekosonsan Kepala Desa

100 100 100

1 Optimalisasi
fungsi
Kecanratair di
bidang Peme-

pembangunan
dan
kemasyarakatan

Tingkat ketertiban administrasi II-



Pembanguna:r {ketersediaan
prioritas pembangunan wilayah,
terfasilitasinya penyusunan
APBDes, terkendalinya pelak-
sanaan APB Des, terfasilitasinya
pemenuh-anTpenanganan target
pembayaran PBB, IMB, SP3,

terfasilitasinya dan
terkoordinasinya pelaksanaan

100
termonitoringrya pel
sanaan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah
Maniis

Keberhasilan pencapaian sasaran - sasaran indikator kinerja, dapat dijelaskan
sebagai berikut;
I. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Pemerintahan

(terkoodiiiasiiiya l(ecanratan daii Desa, terlayaninya niasyarakat iint'rik
administrasi pemerintahan KecamatanJ :

a. Meningkatnya kerja sama dan koordinasi serta meningkatnya kapasitas
pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Maniis,
capaian target kinerja LOO o/o di dukung dengan adanya kegiatan :

I l1^-C-^--; IZ^-^I- n^-- / C-L^-F--i- n^--l. lrurlrr urlJl lrLPqlo uuJq .J/ uunLr Er lJ usJa

2. Rakor BAMUSDES dan Kepaia Desa

b. Meningkatnya SDM dan pemahaman iupoksi Perangkat Desa daiam

melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan

100

100 100 1001 Dokumen skala prioritas
Tingkat Desa darr Tingkat
Kecamatan sebagai
pedoman perencanaan
pelaksanaan pembangunan
sefta terkoordinasinva
pelaksaaan pem-bangunan
---:l--Lw trdydtl

100 1001 Terfasliasinya p enyusu nan
APBDes dan terkendalinya
pelaksanaan APBDes

100

100 100 1003
rr.rD /.1^h cD2
Target pendapatan PBB,

Tingkat keter:tiban administrasi
Kecamatan cian Desa di Bidang
Kemasyarakatan [terjaganya
kondusifitas ketertiban dan
keamanan wilayah,
terfasilitasinya dan terhinanya
kegiatan pem-berdayaan
-- -- ----1,-rliltasydr aKaL,

100 100 1001 Meningkatnya keamanan
dan ketertiban wilayah
Kecamatan Maniis

'100 100 1002 Meningkatn-va peran TP
PKK Kecamatan dan Desa
l-l-- -^-L^-)-^--u4r4ltr PcltluEt udyaatl

perempuan, serta
meningkatnya peran serta
ormas dalam
pembangunan di Desa
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administrasi masyarakat, capaian target kineria 100 0/o di dukung dengan
adanya kegiatan :

1. Pemtrinaan Perangkat Desa
2. Pembinaan Administrasi Desa

3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan DAKDes
4. Pembinaan Komputer dan lT'

c. Kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian kekosongan Kepala

Desa, capaian target kinerja 100 0/o di dukung dengan adanya kegiatan

Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa / Perangkat Desa

II. Tingkat ketertiban administasi Kecamatan dan Desa di Bidang
Pembangunan ( ketersediaan prioritas pemhangunan wilayah, terfasilitasinya
penyusunan APBDes, terkendalinya pelaksanaan APBDes, terfasilitasinya
pemenuhan / penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3, terfasilitasinya dan
terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah )

a. Dokumen skala prioritas Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan sebagai
pedoman perencanaan oelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya
pelaksaaan pem-bangunan wilayah, capaian target kineria 100 70, di dukung
dengan adanya kegiatan :

1. Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Z. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tlngkat Kecamatan
3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan

4. Pembinaan dan Fasilitasi Pokja Agropolitan Tingkat Kecamatan
b. Terfaslitasinya penyusunan APBDes dan terkendalinya pelaksanaan APBDes,

capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan Pembinaan
Penyusunan APBDes

c- Target pendapatan PBB, IMB dan SP3, capaian target kinerja 100 /a di dukung
dengan adanya kegiatan :

t. Intensifikasi Penyetoran PBB, Pajak dan Retribusi Daerah
2. Fasilitasi Pelayanan Adminisrasi Perijinan

lli. Tingkat ketettiban arlministrasi Kesamatari riatr Desa di Birlang Kemasyarakatatr
ter-iaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah, tertasilitasinya dan
terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat].
a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Maniis, capaian

target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan :

1. Pembinaan dan Patoli l(amtibmas
2. Pembinaan Periindungan Masyarakat
3. Pemantauan dan Pengencialian Bencana AIam

b. Meningkaurya peran TP PKK Kecamatan dan Desa dalam pemberdayaan
perempuan, serta meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan di
Desa, capaian target kineria 100 9/o di dukung dengan adanya kcgiatan :

1. Fasilitasi Kegiatan PKK
2. Fasiiitasi darr Peinbinaan Organisasi Kenrirayar"akatan

c. Meningkatrrya dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah Kecamatan Maniis, capaian target kinerla 100 0/o di
drrlrrrno dpnoan adanrra Irpoiatan '

1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
2. Pembinaan LPMD flembaga Pemtrerdayaan Masyarakat Desa)
3. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALIS.A^SI,^^PBD TAHUN 2022

SASARAN / PROGRAM /
KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN
nn4Ft I t!JD I I1TI1rl

PERUBAHAN

REALISASI
(Rp)

3

CAPAIAN
(Vr)

KET

I I t* 5

PROGRAM PENUNIANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.044.943.994 2.805.335.391 92,130/o

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaiuasi Kineria Perangkat Daerah

1f t10 Mr\L).+ t a.vvv 1E lnt MizJ..la.+.ut.,(J nn nnn/'7(j,Oa"/D

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

2.377.337.340 2.165.678.543 gL,l00/o

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

250.225.450 238.228.500 95,210/o

Penyediaan fasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

278.627.1O4 255.609.812 95,330/o

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penun jang Urusan Pemerintahan
Daerah

i.13.276.i00 ii0.624.535 97,6601o

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PEUTYANAN PUBLIK

44.880.000 39.240.000 97,430/o

Koordinasi Penyeienggaraan
Kegiatan Pemerinhhan di Tingkat
Kecamatan

44"880-000 39.240.O00 97,430/o

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

9.840.250 9.223.000 93,730/o

Fenyelenggaraan Urusan
Pernerintahan llmum .sesuai

Penugasan Kepala Daerah
9.840.250 9.223.O44 93,73010

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERI NTAHAN
DESA

13.320.m0 8.300.000 62,3Lo/o

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

13.320.000 8.300.000 62,3Lo/a
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BAB IV
DELIITTIIDr lltu I vl

1. Tiniauan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah it-A,KIPj Kecamatan Maniis

-orrrnclrcn 
Anltttrmon lrann }rorisi crmlrzr=n nonrrrrirrrlrn Alrrrntrhilit:rc Kineri:riiiEi UP{hdii Uvr-\UiiiEli Jiii6 uqi iJi Balrinai ari l,eilr uruuqrr sJ rr.rrurrq

Instansi Pemerintah IAKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik

dan melembaga yang dimaksudkan 5slagai instrument bagi instansi

pemerintah dalam mernenuhi kewajiban untuk mempertanggungiawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tiniauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Maniis

sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur

organisasi Kecamatan Maniis riimana pengeiolaan sumber riaya yang aria

dimanfhatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktcr keberhasilan dan

kegagalan yang diuraiakan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator -
indikator kinerla sebagaimana yang dituniukan oleh pengukuran dan

penilaian kineria, evah-rasi kinerla kegiatan dan evalrrasi kinerla =ca.saran.

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran

maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan tehnologi, baik di

tingkat Kecamaizn mxopui-r tirrgkat Desa, tetapi masih kuraiignya SDi"i yai'rg

memenuhi kualitas yang diharapkan

- Minimnya sa!:a-na dan prasa-rana. penrrnjang kegiatan

- Perangkat Desa belunn difi;ngsikan sesuai t'.rp'oksinya sehingga

pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah - langkah untuk meminimalkan hambatan -
hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

- Berupaya mei-ringka'tkan kuaiitas SDli yang ada rieirgar, mengikutseilakan

pada diklat - diklat maupun pembinaan - pembinaan

- Mengnptimalkan sarana dan Frasarana yang ada unhtk mennnlang

lza,oitttn

- Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di I Desa se

Kecamatan Maniis

21



3. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan belanja Kecamatan Maniis Th. 2A22 telah sesuai

dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Th. 2022 . fumlah

kegiatan seluruhnSra : 22 kegiatan dengan reaiisasi keuangan sebagai

I-^-;1,,,i,
L'EI II\LTL .

a. Terlaksana 100 Yo : 12 kegiatan
b.Terlaksana2So/o-99 o/o : L2 kegiatan

c.fidakTerlaksana : lkegiatan

4. Saran Tindak Laniut
Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Maniis selama

tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil

(outcomesJ, marrf;aat {berreffts} dan tiai-npak (impacisj beium sesuai target

yang diharapkan.

Dari heherapa kegiatan yang sndah dilaksanakan pada tahun 2022

masih terdapat beberapa kegiatan yang berlaniut di tahun ?O?Z.Hal

ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2022 dimana masih

diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu

iuga sebagai pendorong peningkatan kineria yang ada sehingga target yang

direncanakarr ciapat tercapai

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

{LAKIPJ K-ecamatan Maniis tahrrn ZD22 iu-t disrtsrrn agar clapat hermanfaat

Irerri lritz sAr.r1lr2uqFr. .:, q

21rrnz
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STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
(soP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTAKECAMATAN MANIIS

falan Raya Maniis No.2 Kode Pos 41166

WIBATYA KARTA RAHARJA
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I. TATARBEUIIGT{G

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIPJ adalah

pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerfa dibutuhkan data kinerja yang

menunlukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen

Penetapan Kineria. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,

maka diperlukan pengelolaan data kineqja berdasarkan pedoman pengumpulan data kiner.ia yang

mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Maniis dapat

diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAIGUD DAI{ TUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Maniis dimaksudkan untuk

memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Kecamatan Maniis tentang mekanisme

pengumpulan data kinerfa, Adapun tujuannya adalahmenghasilkan data yang valid dan dapat

dipertanggun$awabkan sebagai gambaran kinerja

Xecamatan Maniis. Data hnerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

a. lndikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Kecamatan Maniis 2018 - 2023 pada Cascading

renstra)

b. lndikator knerja program dan kegiatan fsebagai Renstra Kecamatan Maniis 2018 - 2023

pada Cascading renstra)

III. DASARHUKUM

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerfa Instansi

Pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelalaanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas I(inerja Instansti Pemerintah.

d, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008.
e, PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja Pelaporan

Kinerj4 dan Tata Cara Reviu atas laporan Kineria.

f Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

IV. MEKA,I{6MN PEI{GUMPULAN DATA KINERJA PENGORGAI{ISASIAN

a. Penanggungjawab : Camat Maniis

b. Unit Pengelola Data : Sehetaris Kecamatan

c, Unit Pelayanan Kepegawaian ; Kasubag Umum dan Kepegawaian

d. Unit Penyusun Laporan l(inerja : Kasubag Susunan Program, Keuangan dan Pelaporan

e. Unit Penyuplai Data : Kasi Pemerintahan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kasi Xeamanan dan Ketertiban

Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa



V. FORMAT PENGUMPULAN DATA KINERIA

VI. PENUTUP

Format Pengumpulan Data Kinerja

N

Pengumpulan data kinerla harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup

Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta sebagai suatu prosedur operasional standart Apabila diperlukan

pedoman ini dapat direvisi untrrk mencapai hasil yang lebih optimal.

lls,

) 98902 r 003

No. Sasaran
Indikator
Kinerja

Target
Tah u nan

Target
Tribulan

Realiasi
Tribulan Keterangan


